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MOTTO

“Bayarlah pajak sejak dini, agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa kita telah
hidup tidak berguna™
(Berita Pajak No. 1391 Maret 2001)
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I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara adalah suatu rumah tangga besar. Setiap tahun rumah tangga besar itu
harus menyediakan dana yang besar pula untuk segala keperluannya. Biaya itu
berasal dari berbagai jenis penerimaan. Indonesia sebagai negara berkembang juga
menghadapi tekanan anggaran yang cukup berat berkaitan dengan semakin
meningkatnya tuntutan terhadap pengeluaran di satu sisi, namun di sisi lain
kemungkinan untuk meningkatkan penerimaan negara sangat dipengaruhi oleh
berbagai faktor. Salah satu alternatif yang ditetapkan oleh pemerintah adalah dan
sektor non migas, dalam hal ini pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar dan
penting bagi Bangsa Indonesia. Dilihat dari pengertiannya, Pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan
tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo,2001:1)

Fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara sangat penting dan
stategis, karena disamping fungsi budgeter (sumber penerimaan uang negara) juga
memiliki fungsi reguler (mengatur), terutama pada saat kondisi ekonomi bangsa
Indonesia yang dewasa ini belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi dan moneter
yang pemulihannya masih butuh waktu serta kebijakan ekonomi makro dan mikro
secara menyeluruh. Hal ini sepertinya menggugah kembali kesadaran masyarakat
bahwa pembiayaan pembangunan nasional yang bersumber dari dalam negri terutama
dari pajak merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakan lagi di masa yang akan
datang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang: Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah iubah dalam Undang-Undang
No. 9 Tahun 1994 terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000

dimana dalam pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Wajib Pajak wajib membayar

R
LR A LY (VRSP
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pajak vang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak’.
Maksudnya: wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung,
memotong, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya jumlah
pajak yang harus dibayar (self assesment).

Dalam pengertian sistem self assesment termasuk pula pemberian
kepercayaan dan tanggung jawab kepada pemberi kerja untuk menghitung,
memotong, memeperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya jumlah
pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan
dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Kewajiban membayar pajak terutang/angsuran
ini mempunyai dampak yang menguntungkan bagi pemerintah maupun bagi wajib
pajak. Bagi pemerintah merupakan suatu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak
yang berarti dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang bersifat
rutin sedangkan bagi wajib pajak merupakan suatu cara yang dapat meringankan
pembayaran pajak terhutang dengan cara mengangsur jumlah pajak sehingga tidak
dapat memberatkan bagi wajib pajak.

Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub jember merupakan suatu badan usaha
yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan seluruh pegawai Bank Mandiri yang pada
akhirya mengadakan kontrak kerjasama dengan koperasi itu sendiri dalam hal
penyediaan jasa sewa tenaga kerja. Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember
sebagi badan usaha memiliki pegawai yang terdiri dari:
a.Pegawai Tctap

Dalam Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember yang dikelompokkan
sebagai pegawai tetap adalah mereka yang berstatuskan sebagai pegawai tetap Bank
Mandiri yang diperbantukan ke koperasi sebagai :

1) pembina, penaschat, pemeriksa

2) pelaksana koperasi (ketua, sekretaris, bendahara)
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b. Pegawai Tidak Tetap
Pegawai Tidak Tetap adalah Karyawan Koperasi Bank Mandiri Hub Jember yang
dipekerjakan oleh pengurus. Yang termasuk pegawai tidak tetap dalam Koperasi
Karyawan Bank Mandiri adalah : Pegawai Joint Payment Point, Operator, ('leaning
Service, Satpam, Penjaga Malam.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan Pasal 21
disebutkan bahwa pemberi kerja baik orang pribadi maupun badan yang membayar
gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun
sebagai imbalan schubungan dengan pekerjaan atau jasa wajib melakukan
pemotongan pajak. Dalam hal ini Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember
sebagai badan usaha yang memberi pekerjaan berkewajiban memotong Pajak
Penghasilan Pasal 21 atas pegawal tidak tetap tersebut. Koperasi dalam hal
pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah melaksanakan sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan pemotongan , penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan
pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang
pribadi vang diatur dalam Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. Kep 545/PJ/2000
dan Undang-Undang No 17 Tahun 2000 Pasal 21 tentang Pajak Penghasilan.
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul “Pelaksanaan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tidak Tetap Pada Koperasi
Karyawan Bank Mandiri Hub Jember.”

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata
1.2.1 Tujuan Prktek Kerja Nyata
Adapaun Tujuan Dari Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini:
a. Mengetahui dan memahami secara langsung tentang pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21 di Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember.
b. Ingin memperojeh gambaran tentang seberapa besar sumbangan Pajak
Penghasilan Pasal 21 yang diberikan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub

Jember untuk menambah penerimaan kas negara.
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1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

o

Adapun kegunaan Praktek Kerja Nyata ini:

Untuk mendapatkan pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang diperoleh
selama menempuh pendidikan Diploma Il Perpajakan;

Untuk meningkatkan pengetahuan praktis dalam bidang perpajakan, khususnya
pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tidak tetap,

Untuk melatih, menguji, dan memperdalam teori-teori perpajakan dengan
mempraktekkan langsung di Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember;
Menambah referensi pada Perpustakaan Universitas Jember khususnya
mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai tidak tetap Koperasi
Karyawan Bank Mandiri Hub Jember;

Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan program Diploma I

Perpajakan Fakultas [lmu Sosial dan Politik Universitas Jember.
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II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Dari Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember Yang
Ada di Hub Jember

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan
hukum dan kegiatannya berlandaskan prinsip-prinsip koperasi. Koperasi tersebut juga
merupakan gerakan ekonomi rakyat mempunyai asas kekeluargaan yang tertuang
dalam UU No. 25 Tahun 1992 dan berperan sebagai soko guru perekonominn
nasional sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945.

Keberadaan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember di lingkungan Bank
Mandiri didasarkan banyaknya berbagai kebutuhan karyawan maupun pensiunan
pegawai Bank Mandiri. Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember awalnya
bernama Koperasi “Bank Ekspor Impor Indonesia” Jember yang berdasarkan pada
akte pendirian No. 01/Kopkar/EXIM/X/1996 tanggal | Oktober 1996 dan ditetapkan
di Surabaya. Atas nama rapat pembentukan koperasi tanggal 26 Desember 1996
koperasi dinyatakan berdiri dan berkedudukan di Jalan Ahmad Yani no.3 Jember
depan alun-alun, yang berbadan hukum No. 9003/BH/II/1996. Kemudian pada
tanggal 5 Desember 2000, nama tersebut berubah seiring dengan mergernya 4 Bank
Pemerintah. Jadi Koperasi “Bank Ekspor Impor Indonesia” Jember berubah nama
menjadi Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember, yang tujuannya adalah untuk
menyesuaikan nama dengan lembaga yang diatasnya. Hub dalam Koperasi Karyawan
Bank Mandiri Hub Jember mempunyai pengertian yang sama dengan kantor cabang.
Menurut UU No. 7 Tahun 1992 pasal 1 dikatakan bahwa kantor cabang adalah kantor
bank yang sccara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang
bersangkutan dengan tempat usaha yang permanen untuk melalukan usahanya.

Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember merupakan koperasi yang

berasaskan kerja sama antara karyawan Bank Mandiri yang berdasarkan kekeluargaan

5 #>, | Bk UPT Perpustakeaz |
Noie | UNIVERSITAS JEBBER
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dan kegotong royongan dan merupakan usaha yang ruang lingkupnya masih bergerak
di lingkungan PT. Bank Mandiri tetapi tidak menutup kemungkinan untuk bekerja
sama dengan pihak lain (BUMN, swasta maupun koperasi lain). Tujuan dari koperasi
karyawan untuk bergerak di lingkungan PT. Bank Mandiri adalah meningkatkan
kesejahteraan anggotanya khususnya dan meningkatkan mutu pelayanan di PT. Bank
Mandiri pada umumnya.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 ada 2 bentuk koperasi yang dikenal yaitu
koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang
didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang sedangkan koperasi sekunder adalah
koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi Karyawan Bank
Mandiri Hub Jember termasuk di dalam koperasi primer.

Anggaran dasar koperasi karyawan bank mandiri memiliki program kerja
yaitu :

a Jangka Pendek, meliputi :
1) menyediakan konsumsi untuk karyawan Bank Mandiri Hub Jember
2) menjual kebutuhan pokok rumah tangga
3) meyediakan sewa tenaga kerja kepada Bank Mandiri.
b Jangka Panjang, meliputi :
1) melayani simpan pinjam
2) melaksanakan jasa pembersihankantor / cleaning service
3) melayani kebutuhan ATK Bank Mandiri.

Berdasarkan perkembangannya, Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember
berkembang sangat cepat baik ditinjau dari sumber modal, jumlah anggota dan
karyawan, perkembangan perolehan sisa hasil usaha (SHU) maupun usahanya dalam
penyediaan sewa tenaga kerja (kontrak kerja sama dengan PT. Bank Mandiri Hub
Jember). Jadi tenaga koperasi bisa menangani dan membantu pekerjaan di setiap

seksi sesuai dengan kontrak kerja koperasi dengan PT. Bank Mandiri Hub Jember.
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2.2 Landasan, Asas dan Prinsip Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember
2.2.1 Landasan
Koperasi Indonesia sebagai sokoguru perekonomian Indonesia dalam
melaksanakan kegiatanya berdasarkan tiga landasan antara lain : (1) Landasan Idiil
(Pancasila), (2) landasan struktural (UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1, 2 dan 3),
(3) landasan mental (setia kawan dan kesadaran berpribadi). Dalam hal ini, Koperasi
Karyawan Bank Mandiri Hub Jember dalam pelaksanaanya juga mengacu pada tiga
landasan tersebut diatas serta UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 dan secara teknisi
operasional berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember.
2.2.2 Asas
Dalam Pasal 1 UU No.25 Tahun 1992, dikatakan bahwa koperasi merupakan
badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Asas
Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember yang dibentuk oleh para anggota
terdiri dart :
a. Asas Kekeluargaan
Asas ini merupakan pencerminan kesadaran berpribadi dan tanggung jawab para
anggotanya demi kelancaran kegiatan koperasi.
b. Demokrasi Ekonomi
Wujud dari asas demokrasi ekoromi berupa pemgelolan, pengawasan,
pelaksanaan serta pengambilan keputusan yang didasarkan kesepakatan bersama
para anggota koperasi.
2.2.3 Prinsip
Berdasarkan UU Koperasi No 12 tahun 1967 Prinsip Koperasi merupakan
pedoman atau acuan dalam melaksanakan kegiatan koperasi. Prinsip tersebut sebagai
dasar pencapaian tujuan dan merupakan ciri khas ang dapat digunakan untuk
membedakan dengan gerakan ekonomi atau badan usaha lainnya, Prinsip-prinsip
koperasi (menurut UU No 25/1992, pasal 5 ayat (1,2):
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a Keanggotannya bersifat sukarela dan terbuka;

b Pengelolaan dilakukan secara demokratis;

¢ Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besar-nya jasa
usaha masing-masing anggota;

d Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

e Kemandirian;

t Pendidikan perkoperasian;

g Kerjasama antar koperasi.

2.3 Tujuan, Fungsi dan Peranan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember
2.3.1 Tujuan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember
Kegiatan koperasi pada umumnya selalu berhubungan langsung dengan
kepentingan anggota, schingga tujuan koperasi adalah mensejahterakan semua
anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya sesuai dengan UU No. 25 Tahun
1992 Pasal 3, serta turut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian nasional
untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Demikian juga halnya dengan
Koperasi Karyawan Bank Mandiri , tujuan dibentuk koperasi atas dasar keinginan
karyawan Bank Mandiri untuk menggalang kerjasama mewujudkan kesejahteracn
bagi kepentingan anggota.
2.3.2 Fungsi dan Peranan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember
Koperasi menggalang kerjasama untuk membantu kepentingan ekonomi para
anggota pada khususnya karyawan Bank Mandiri Hub Jember dan masyarakat pada
umumnya dalam pemenuhan kebutuhan hal ini disebut sebagai fungsi sosial
Peranan Koperasi :
a Membantu anggota untuk peningkatan pendapatan melalui pembagian sisa hasil
usaha;
b Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan;
Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat
pada umumnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, koperasi berusaha melakukan

kegiatan usaha sesuai dengan jenis usaha. Dibukanya lapangan usaha koperasi
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berarti memberi kesempatan kepada tenaga kerja dan menyerap sumber daya
manusia pada umumnya;

¢ Meningkatkan taraf hidup masyarakat;

d Turut mencerdaskan bangsa dengan mengadakan kegiatan pendidikan terhadap
para anggota antara lain diberikan dalam bentuk pelatihan ketrampilan dan
manajemen;

e Menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi.

Peranan dan fungsi koperasi menurut Undang-Undang no 25 tahun 1994 pasal

4 adalah :

a Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan eckonomi anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan
ekonomi dan sosialnya;,

b Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kemampuan kehidupan
manusia dan masyarakat;

¢ Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya;

d Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang
merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi
ekonomi.

2.4 Syarat, Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi Karyawan Bank Mandiri
Hub Jember
2.4.1 Syarat Keanggotaan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember
Anggota koperasi ialah warga negara RI yang memenuhi syarat sebagai
berikut :
a Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum;
b Mata pencaharian sebagai karyawan bank Mandiri yang diartikan sebagai:

1) pegawai tetap / kontrak yang bekerja di PT. Bank Mandiri.

2) pegawai PT. Bank Mandiri yang dipindah tugaskan keluar dari daerah wilayah
hub jember karena suatu hal dan lain hal belum dapat menyelesaikan kewajib-
an seketika.

¢ Telah menyetujui isi anggaran dasar dengan ketentuan-ketentuan koperasi yang
berlaku.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.4.2 Keanggotaan Koperasi

Keanggotaan koperasi karyawan Bank Mandiri dinyatakan berakhir apabila

anggota :

a

b
c
d

Meninggal;

Minta berhenti atas kehendak sendiri;

Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenubhi lagi syarat keanggotaan;
Dipecat oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota,
terutama dalam hal keuangan atau karena membuat sesuatu yang merugikan

koperasi.

2.4.3 Hak Anggota Koperasi

Hak anggota koperasi mempunyai antara lain :

Menghadiri, mengutamakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggo.a;

b Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas;

g

Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus di dalam / diluar rapat
anggota, baik diminta maupun tidak diminta;

Memanfaatkan dan mendapat pelayanan yang sama dari koperasi;

Mendapat keterangan dari pengurus mengenai perkembangan koperasi;

Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi menurut
ketentuan yang berlaku;

Meminta diadakannya rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

2.4.4 Kewajiban Anggota Koperasi

- O QA

(]

Kewajiban dari anggota koperasi antara lain :
membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain-lain yang diputus-
kan rapat anggota,
mengamalkan landasan, asas dan prinsip-prinsip koperasi;
mengamalkan dan tunduk pada UU koperasi serta peraturan pelaksanaanya
(anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota);
berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselnggarakan oleh koperasi;
mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan;
hadir dan secara aktif mengambil peranan dalam rapat anggota

mengajukan secara tertulis untuk tujuan:
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2.5 Kegiatan Usaha (Program kerja) Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub

1) menjadi anggota koperasi
2) memperoleh / mendapatkan pinjaman

3) mengundurkan diri sebagai anggota

4) hal-hal lain yang dirasa perlu secara tertulis

Jember

Kegiatan usaha Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember meliputi usaha-

usaha yang dapat memenuhi kebutuhan bank dan karyawan serta nasabah. Berbagai

jenis usaha yang dapat dilaksanakan oleh koperasi adalah sebagai berikut:

a

Qutlet (Usaha Pertokoan)

Usaha pertokoan dapat menyediakan kebutuhan kantor misalkan: kertas, buku
tulis, alat tulis dan sebagainya. Kegiatan ini dapat diperbesar dengan melakukan
penjualan atas pengadaan bahan pokok dan barang lain yang dibutuhkan oleh
karyawan dan nasabah. Misalnya: beras, gula, minuman ringan, pakaian, barang
elektronik dan sebagainya (belum terlaksana)

Usaha Jasa

Usaha ini dapat dikembangkan di Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember
dengan cara koperasi merekrut tenaga kerja kemudian disubkan / ditugaskan di
bank sesuai dengan kebutuhan. Misalnya: Cleaning service, Sopir, Satpam dan

sebagainya.

¢ Usaha Persewaan Komputer

Komputer merupakan alat yang dominan dalam menunjang kegiatan rutin bank.
Dalam hal ini koperasi dapat menyediakan komputer untuk disewakan di bank dan

ditambah pelayanan service komputer.

d Usaha Fotokopi

Usaha fotokopi ini cukup layak diperlukan di lingkungan bank. Hal ini sangat
diperlukan oleh nasabah yang ingin melengkapi dokumen untuk persyaratan bank.
Bisa juga untuk melayani masyarakat umum, sehingga perlu dicarikan tempat

yang strategis.
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e Usaha Simpan Pinjam

Usaha ini hanya diberikan pada karyawan, sedangkan untuk layanan pinjaman di
atas dapat diberikan dengan persyaratan khusus yang sifatnya mengikat. Kegiatan
usaha simpan pinjam merupakan kegiatan yang cukup dominan dari keseluruhan
usaha koperasi yang bertujuan memperioritaskan kredit anggota untuk usaha
produktif dan meningkatkan pelayanan kebutuhan anggota.
Kegiatan usaha simpan pinjam adalah:
a. Pinjaman konsumtif:
1) maksimal pinjaman Rp 2.000.000,00
2) maksimal jangka waktu 1 tahun
3) bunga 20 % per tahun
4) angsuran maksimal 40% dari gaji
5) pelunasan sebelum jangka waktu dikenakan bunga 2% dari plafon.
b. Simpan pinjam mendesak:
Tujuan: agar dapat memenuhi kebutuhan anggota yang mendesak (sakit,
kepentingan keluarga )
Kegiatan : 1) maksimal pinjaman boleh lebih dari Rp 2.000.000,00
2) bunga 20% per tahun
3) maksimal jangka waktu 1 tahun
4) angsuran maksimal 40% dari gaji.
Usaha Kafetaria
Usaha Kafetaria / kantin di bank dapat dilaksanakan karena melihat jumlah
karyawan yang cukup banyak dan pelaksanaanya sebaiknya diserahkan pada orang
selain karyawan yang ditunjuk oleh koperasi.
Usaha Wartel
Komunikasi yang lancar harapan setiap orang, schubungan dengan hal tersebut
maka lingkungan bank diperlukan sarana wartel untuk karyawan dan nasabah yang

ingin berhubungan dengan kegiatan lain diluar bank. (belum terlaksana).
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2.6 Stuktur Organisasi Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember

Gambar 1 : Stuktur Organisasi Koperasi

13

Rapat Anggota
L 4
Pembina
Penasehat
Ketua
____________ Badan Pemeriksa
> l
Sekretaris Bendahara
| i
v v v v
Seksi SP Seksi Alat Seksi Pemeliharaan Seksi Kebutuhan
Tulis Kantor dan Perbaikan Rumah Tangga

Sumber : Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember.

Gambaran tugas dan tanggung jawab para pelaksana dalam menjalankan

manajemen diperjelas dengan menggunakaan struktur organisasi. Tujuan penyusunan

struktur organisasi adalah untuk memperjelas tanggung jawab dan wewenang dalam
pelaksanaan tugas-tugas tiap bagian yang saling ber-hubungan baik secara langsung
maupun tidak langsung guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2.6.1 Uraian Tugas / Fungsi Jabatan Pembina, Penasehat, Pengawas

a Rapat Anggota

Rapat anggota adalah pemegang kekuasan tertinggi dalam koperasi. Rapat

anggota mempunyai fungsi-fungsi :

1) Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi
2) Menetapkan kebijakan umum koperasi

3) Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus, Badan Pemeriksa
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4) Menetapkan dan mengesahkan rencana kerja maupun rencana Angaran
Pendapatan dan Belanja Koperasi
5) Menetapkan dan mengesahkan kebijakan pengurus dalam bidang
organisasi maupun bidang usaha
6) Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan Badan
Pemeriksa
7) Menyelenggarakan Rapat Arggota minimal satu kali dalam satu tahun
b Pembina
Memberi pembinaan yang menyeluruh terhadap pembinaan Koperasi
Karyawan Bank Mandiri yaitu memberi pembinaan kepada rapat anggota
yang dilaksanakan pada waktu persiapan dan pelaksanaan rapat anggota.
¢ Penasehat
Memberi saran dan anjuran kepada pengurus untuk kemajuan koperasi baik
diminta atau tidak diminta.
d Pemeriksa Atau Pengawas
1) Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan organisasi
dan pengelolaan usaha koperasi.
2) Melakukan atau membuat laporan tertulis tentang hasil pengwasannya
kepada rapat anggota melalui pengurus.
2.6.2 Fungsi Jabatan Pelaksanaan Koperasi Karyawan
a Ketua
1) Memimpin dan merupakan penanggung jawab tertinggi pengurus

koperasi

(8]

Bersama pengurus lainnya menetapkan arah kebijakan koperasi sejalan
dengan Anggaran Dasar, Anggaran Dasar Revisi, Anggaran Rumah
Tangga, Anggaran Rumah Tangga Revisi dan atau kebijakan dan
program koperasi

3) Melakukan koordinasi diantara anggota pengurus koperasi lainnya

4) Memimpin rapat-rapat

5) Mewakili kepentingan-kepentingan koperasi baik ke dalam maupun ke
[uar perusahaan
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6) Bila dipandang perlu dapat memberi mandat kepada pengurus yang
ditunjuk untuk menjalankan tugas tertentu sesuai mandat yang diberikan
koperasi

7) Meminta pertanggung jawaban secara periodik atau sewaktu-waktu
kepada anggota pengurus koperasi lainnya

Sekretaris

1) Membantu ketua dalam melaksanakan tugas utamanya

2) Bersama ketua memelihara dan bertanggung jawab atas kelancaran
kesekretariatan, surat-menyurat, dokumentasi dan notulen rapat
pengurus, serta seluruh bentuk notulen baik rapat maupun pertemuan
lainnya yang dihadiri dan atau diselenggarakan oleh koperasi

3) Melakukan pengecekan atau recheck atas kelengkapan dan tertibnya
administrasi koperasi

4) Mewakili ketua menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan jika
ketua berhalangan

5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kctua demi kelancaran
kegiatan koperasi

Bendahara

1) Membantu ketua dalam melaksanakan tugas utamanya

2) Bersama ketua memelihara dan bertanggung jawab atas kelancaran
keuangan koperasi, menentukan jumlah kas minimal dalam tingkat
aman untuk kebutukan operasional koperasi, mengenal utang-piutang
koperasi baik intern maupun ekstern, menatausahakan catatan-catatan
berikut bukti-bukti pengeluaran dan atau penerimaan koperasi baik tunai
maupun kredit

3) Melakukan pengecekan / rechek atas kelengkapan dan tertib pencatatan
keuangan koperasi

4) Mengawasi posisi neraca, keuangan koperasi dan berupaya mencari
sumber keuangan koperasi

5) Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan koperasi secara
periodik
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6) Mewakili ketua menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan, jika
ketua berhalangan
7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua demi kelancaran

kegiatan koperasi.

2.7 Susunan Pengurus Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember
a Pembina - Wiharto Muhid (Hub Manajer)
b Penasehat - Djadja Suherman
Tanamas Djumadi

Joko Sukoco

¢ Ketua . F. Banjarnahor
d Sekretaris - Sumarno
¢ Bendahara - Heru Purnanto Utomo

f Badan Pemeriksa : Suwarno

Toeloes Widodo
g Seksi-seksi
1) Simpan pinjam : Zaenal Edi Sunaryono
2) Alat tulis kantor . Sapari Rasyid

3) Pemeliharaan dan perbaikan : Hari Purwiyanto
4) Kebutuhan rumah tangga - Wiwik Wulandari
Suko Prayitno
a) susunan pengurus mulai dari huruf a s/d g (1, 2, 3) merupakan pegawail
tetap Bank Mandiri yang diperbantukan ke koperasi.
b) untuk huruf g (angka 4) merupakan pegawai tidak tetap koperasi.

2.8. Personalia Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember
2.8.1. Keanggotaan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember

Keanggotaan Koperasi Bank Mandiri Hub Jember adalah seluruh karyawan PT.
Bank Mandiri Hub Jember yang masih aktif dan tidak bersifat otomatis karena setiap
karyawan belum pasti menjadi anggota koperasi karena belum melakukan kewajiban
sebagai anggota koperasi. Saat ini jumlah anggota Koperasi Karyawan Bank Mandiri
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Hub Jember adalah 112 orang yang terdiri dari 93 anggota aktif dan 19 karyawan
koperasi. Setiap tahunnya jumlah anggota Koperasi Karyawan Bank Mandiri
mengalami perubahan karena adanya anggota yang mutasi dan pensiun.

2.8.2. Tenaga Kerja.

Tenaga kerja Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember adalah tenaga
kerja dari PT. Bank Mandiri sendiri yang berstatuskan sebagai pengurus koperasi dan
tenaga kerja dari koperasi sebagai karyawan. Berdasarkan hal tersebut maka tenaga
kerja dibagi dua, yaitu:

a. Tenaga Kerja PT. Bank Mandiri Hub Jember.
adalah pengurus koperasi yang berstatuskan sebagai pegawai tetap dan diatur
menurut kebijaksanaan perusahaan dengan tetap memandang rapat anggota
sebagai kekuasaan tertinggi.

b. Tenaga Kerja Koperasi.
Tenaga kerja koperasi adalah pegawai koperasi yang diangkat oleh Kopkar Bank
Mandiri dengan berstatuskan sebagai pegawai tidak tetap dan memandang PT.
Bank Mandiri yang ikut serta memberikan pengawasannya.

Tabel 1 : Jumlah Karyawan Tidak Tetap Koperasi Karyawan Bank Mandiri

Hub Jember
No Keterangan L. P Jumlah
1 Teller JPP 1 1 2
2 Cleaning Service 10 - 10
3 Operator - 1 1
4 Sopir 2 - 2
5 Satpam 1 - 1
6 Penjaga Malam 3 - 3
Jumlah 17 2 19 |

Sumber data: Koperasi Bank Mandiri Hub Jember.
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2.83. Jam Kerja

Koperasi Bank Mandiri Hub Jember menetapkan 5 han kerja efektif. Adapun
jam kerja yang dilakukan pada PT. Bank Mandiri Hub Jember dan Kopkar Bank
Mandiri dapat ditunjuk dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2 : Jam Kerja Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat
Senin 07.30 - 16.30 12.00 - 13.00
Selasa 07.30 - 16.30 12.00 - 13.00
Rabu 07.30 - 16.30 12.00 - 13.00
Kamis 07.30 - 16.30 12.00 - 13.00
Jumat 08.00 - 16.30 11.30 - 13.00
Sabtu - -

Sumber data : Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember

2.9 Perekrutan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember

Perekrutan karyawan Koperasi Bank Mandiri tergantung dari permintaan PT.
Bank Mandiri yang telah bekerjasama dalam penyediaan tenaga kerja dengan
Koperasi sehingga apabila Bank Mandiri membutuhkan pegawai maka koperasi
menyediakan pegawai tersebut. Perekrutan tersebut dilakukan dengan cara
menyeleksi surat-surat lamaran yang sesuai dengan permintaan Bank Mandiri yang
pada akhirnya akan dilakukan tes (wawancara) pada calon pegawai oleh pengurus
koperasi. Setelah diterima sebagai pegawai pada koperasi Karyawan Bank Mandiri
Hub Jember demi kelancaran kegiatan usaha koperasi tersebut, maka perlu ditetapkan
adanya “Aturan Kepegawaian Koperasi” secara tersendiri dan harus dipatuhi dengan

segala konsekuensi.
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2.10 Pemutusan Hubungan Kontrak Kerjasama Karyawan Koperasi Karya-

wan Bank Mandiri

Pemutusan atau pemberhentian karyawan biasanya dilakukan karena sesua.u

hal antara lain :

a. Karyawan mengundurkan diri

b. Pemutusan hubungan kontrak kerjasama dari Koperasi karena telah habis

masa kontrak / tidak diperpanjang masa kontrak / karyawan tidak
melakukan pekerjaan sebagaimana yang telah diatur / tidak baik.

Hal tersebut diatas terjadi apabila Bank Mandiri memutuskan hubungan
kontrak kerjasama dengan koperasi dan pihak Bank Mandiri harus
memberitahukan 2 bulan sebelumnya secara tertulis kepada pihak koperasi
yang selanjutnya ditangani oleh koperasi. Dari hal tersebut karyawan yang

bersangkutan mendapat uang pesangon dan uang masa kerja.

2.11 Absensi Karyawan

Absensi karyawan koperasi dilakukan sama seperti karyawan PT Bank

Mandiri yaitu secara manual dengan sistem check clock. J ika ada absensi yang

kosong maka kekosongan absensi tersebut akan dikurangkan pada upah

karyawan yang bersangkutan.

2.12 Prosedur Kontrak Kerjasama

Prosedur kontrak kerjasama antara PT. Bank Mandiri dengan Koperasi

Karyawan Bank Mandiri dapat dilihat sebagai berikut:

a.
b.

C.

Pihak pertama PT. Bank Mandiri Hub Jember
Pihak kedua Koperasi karyawan Bank Mandiri Hub Jember
Pihak ketiga Pegawai Koperasi tursebut yang di pekerjakan sebagai pegawai

bank mandiri

Ketiga belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama yang mengikat

mengenai pekerjaan ditempat / wilayah kerja pihak pertama yang diatur dalam

pasal-pasal.
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1II. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna
memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya di bidang perpajakan, oleh karena
itu mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Setiap
mahasiswa dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata apabila sudah menyelesaikan 90
sks, apabila kurang dari 90 sks, mahasiswa tidak dapat melaksanakan Praktek Kerja
Nyata. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilakukan setelah Kartu Hasil Studi
(KHS) dan Kartu Rencana Studi (KRS) di proses oleh mahasiswa, oleh karena itu
pelaksanan Praktek Kerja Nyata harus dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan
program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
beserta Ketua Jurusan [lmu Administrasi.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dikhususkan pada Perusahaan, BUMN dan atau
BUMD. Praktek Kerja Nyata tersebut dimaksudkan agar mahasiswa mendapatkan
pengetahuan dan memperdalam teori perpajakan dengan mengaplikasikan secara
langsung dan mendapatkan pengalaman kerja.

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, penulis mengadakan beberapa
tahapan diantaranya:

a Melakukan surver ke PT. Bank Mandiri Hub Jember pada Ketua Koperasi dan
menanyakan hal-hal yang harus dilengkapai sebelum praktek kerja nyata
dilaksanakan;

b Menyampaikan surat ijin permohonan praktek kerja nyata dari bagian akademik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember kepada Koperasi
Karyawan Bank Mandiri Hub Jember dan menunggu surat balasan;

¢ Setelah menenma surat balasan dan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub

Jember, kemudian penulis menyerahkan surat balasan ke bagian akademik
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Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan tinggal menunggu
surat tugas,

d Setelah menerima surat tugas, bersama supervisor PKN penulis diserahkan
langsung kepada ketua Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember dan
langsung melaksanakan kegiatan PKN.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada Koperasi Karyawan Bank
Mandiri Hub Jember yang beralamat di JI. Ahmad Yani no: 3 Jember. Jangka waktu
pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama satu bulan yaitu tanggal 3
Februari sampai tanggal 3 Maret 2003 waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai
dengan jam kerja Koperasi Karyawan Bank Mandiri dalam arti tidak mencapai 144
jam kerja efekuif,

Koperasi Karyawan Bank Mandiri menerapkan 5 hari kerja efektif yaitu Senin
sampai dengan Jumat. Untuk mengetahui kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang
penulis laksanakan pada Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember dalam 1
bulan adalah sebagai berikut :

Tabel 3: Kegiatan Praktek Kerja Nyata

No. | Tanggal Keterangan Keterangan
1 3-02-2003 Persiapan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan
perkenalan kepada pimpinan dan karyawan

koperasi.

(ye]

4-02-2003 | Pengenalan kegiatan di bagian Bendahara.

3 | 5-02-2003 | Mencatat nama-nama anggota koperasi
dalam buku daftar anggota.

4 6-02-2003 s/d | Membantu Bendahara memasukkan ﬁv
7-02-2003 jaman anggota ke kartu anggota koperasi.

5 10-02-2003 | Mengisi SSP dan SPT Masa Pajak Peng-

hasilan Pasal 21 dan menyetor / membayar
ke PT. Bank Mandiri.
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6 (11-02-2003 s/d | Mengarsipkan data-data dibantu oleh Ketua
14-02-2003 | dan Bendahara Koperasi.
7 [17-02-2003 s/d | Memasukkan hasil arsip tersebut dalam
18-02-2003 pembukuan guna pembuatan laporan
keuangan akhir tahun.

8 | 19-02-2003 | Membantu Bendahara menyiapkan data-data
yang dibutuhkan untuk mengadakan rapat
tahunan.

9 | 20-02-2003 | Menjaga Outlet pertokoan koperasi.

10 R21-02-2003 s/d Membantu membuat dan memasukkan

24-02-2003 | barang ke daftar persedian barang dagangan
dart buku harian.

11 |25-02-2003 | Meminta dan mencari data-data yang ber-
hubungan dengan gambaran umum koperasi.

12 | 26-02-2003 | Melihat dan mengumpulkan data melalui
arsip-arsip perpajakan yang terjadi pada
tahun 2002 s/d 2003.

13 | 27-02-2003 | Mempelajari data yang berhubungan dengan
judul yang dipilih yaitu tentang Pajak
Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tidak
Tetap.

14 | 28-02-2003 | Diberi penjelasan tentang Pajak Penghasilan
Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap dan
informasi yang lain yang penulis kurang
pahani

15 | 4-03-2003 Berpamitan pada Ketua dan seluruh
karyawan koperasi.

Sumber : Data diolah
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3.1.1 Landasan Teori dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21
a Definisi Penghasilan

Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dimana pengertian

Penghasilan pada Pasal 4 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima/diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi/untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang ber-
sangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
b Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikena-

kan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran

lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang

dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negri. (Waluyo, 2000;118)

¢ Pemotong Pajak Penghasilan pasal 21

Berdasarkan pasal 21 ayat (1) pada Undang-Undang no 17 Tahun 2000 tentang

perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan, dimana pemotong pajak adalah setiap orang pribadi/badan yang

diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pemotong, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang
diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negri, wajib dilakukan
oleh :

1) Pemben kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha
tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang
membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan
nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemben Kerja yang dimaksud
juga badan dan organissi internasional yang tidak dikecualikan sebagai

Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan,
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2) Bendaharawan Pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan,
dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan
dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Termasuk bendaharawan
pemerintah adalah bendaharawan pada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah,
instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan
Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negri.

3) Dana pensiun, PT Taspen, PT Jamsostek, badan penyelenggara jaminan sosial
tenaga Kerja lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun,
Tabungan Han Tua (THT).

4) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa,
termasuk jasa temaga ahli dengan status wajib pajak dalam negri yang
melakukan pekerjaan bebas.

5) Yayasan (termasuk yayasan yang bergerak di bidang kesejahteraan, rumah
sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan,
asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala
kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama
apapun sechubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh
orang pribadi.

6) Perusahaan, badan, danbentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium
atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
Catatan :

Perusahan dan badan yang dimaksud termasuk juga badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk
apapun, dan badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan
sebagai Pemotong Pajak berdasark an Keputusan Menteri Keuangan.

d Obyek Pajak Penghasilan pasal 21

Penghasilan yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 :
1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang
pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan
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2)

4)

5)
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komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang
sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi tunjangan istri, tunjangan anak,
tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran
pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang
dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama
apapun.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa

produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan

tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang
sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.

Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.

Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tuia atau Tunjangan Hari Tua

(THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.

Honorarium, uang saku, hadiah atau pengharagaan dengan nama dan dalam

bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak
dalam negri, terdin dari :

a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari : Pengacara,
akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.

b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak bintang film, sutradara,
crew film, foto model, peragawan / peragawati, pemain drama, penari,
pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.

¢) Olahragawan.

d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator.

e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

f) Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya,
telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran.

g) Agen iklan.
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h) Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada suatu
kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam
segala bidang kegiatan.

i) Pembawa pesan atau yang menemukan langganan.

J) Peserta perlombaan.

k) Petugas penjaja barang dagangan.

I) Petugas dinas luar asuransi.

m)Peserta pendidikan, pelatih, dan pemagangan.

6) Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang
diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.

7) Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang
pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau
anak-anaknya.

8) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama
apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

¢ Subyek Pajak Penghasilan pasal 21

Berdasarkan ketentuan pasal 21 UU PPh No 17 Tahun 2000 penerima penghasilan

yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 adalah :

1) Pegawai, adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan ber-dasarkan
perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk
vang melakukan pekerjaan dalam jabatan negri atau BUMN atau BUMD.

2) Pegawai Tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang
menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk
anggota dewan komisaris dan anggota sewan pengawas yang secara teratur dan
terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

3) Pegawai Lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang
hanya meneriam imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

4) Penerima Pensiun, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau

memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk
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orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau
tunjangan hari tua.

5) Peneriama Honorarium, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh
imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.

6) Penennma Upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah
mingguan, upah borongan, atau upah satuan yang menerima atau mem-peroleh
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong
pajak.

7) Pegawai Tidak Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja
yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan,
atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kerja secara tertulis.

f Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tidak Tetap
Menurut Keputusan Dirjen No Kep.545/PJ/2000 pasal 10 ayat (1) Tanf
berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Peng-
hasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 17 Tahun

2000, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :

1) Pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negn Sipil, anggota TN /
POLRI, pejabat negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD, dan anggota
dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai
tetap pada peruysahaan yang sama ;

2) Penerima pensiun yang dibayarkan bulanan;

3) Pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai
Keterangan:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
bagi pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai adalah penghasilan bruto
dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

4) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan

sejenis lainnya.
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Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dari seorang Pegawai jumlahnya adalah

sebagai berikut :

Setahun Sebulan
Wajib pajak orang pribadi Rp 2.880.000,00 Rp 240.000,00
b.  Wajib pajak yang kawin Rp 1.440.000,00 Rp 120.000,00
c.  Tambahan untuk setiap anggota
keluarga sedarah dan semenda da

lam garis keturunan lurus, serta

anak angkat yang menjadi tanggung

an sepenuhnya, paling banyak 3

orang untuk setiap keluarga Rp 1.440.000,00 Rp 120.000,00

d.  Penghasilan untuk seorang istri yang
penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Rp 2.880.000,00
Adapun taif pajak yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang No. 17
Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983
adalah sebagai berikut :
a. Wayjib Pajak Orang Pribadi Dalam Negri sebagai berikut :
Sampai dengan Rp 25.000.000,00 tarif pajak 5%
D1 atas Rp 25.000.000,00 s/d Rp 50.000.000,00 tarif pajak 10%
Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000,00 tarif pajak 10%
Di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00 tarif pajak 25%
Di atas 200.000.000,00 tarif pajak 35%
b. Wajib Pajak Badan Dalam Negri dan Bentuk Usaha Tetap sebagai berikut:
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tanif pajak 10%
Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.00,00 tarif pajak 15%
Di atas 100.000.000,00 tanif pajak 30%
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Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember pada saat pelaksanaan
Praktek Kerja Nyata telah menggunakan tarif yang sesuai dengan ketentuan, yaitu
berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang No 17 Tahun 2000 bagi Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negri.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang dikenakan kewajiban Pajak
Penghasilan pasal 21 maka diwajibkan untuk menghitung, memotong, menyetor
dan melaporkan Pajak Penghasilan yang terutang setiap bulan takwim. Penyetoran
dan pembayaran Pajak Penghasilan tersebut melalui sarana SSP (Surat Setoran
Pajak), sedangkan SPT Masa adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu
masa pajak atau pada suatu saat, dan pada akhir tahun pajak wajib pajak
menggunakan SPT tahunan sebagai sarana melaporkan peng-hitungan dan
pembayaran pajak yang terutang.

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2000, mengenai Tata Cara
Perpajakan, SSP (Surat Setoran Pajak) adalah surat yang oleh wajib pajak
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke
kas negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan.

Fungsi SSP:

a. Sebagai sarana untuk membayar pajak

b. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

Tempat pembayaran dan penyetoran pajak:

a. Bank-Bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran
Kopkar Bank Mandin Hub Jember melakukan penbayaran dan penyetoran
pajak di PT. Bank Mandiri itu sendiri.

b. Kantor pos dan giro

c¢. Bank-Bank BUMN dan BUMD

d. Tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
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Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak:

Pembayaran Masa dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya

setelah masa pajak berakhir. Setiap keterlambatan pembayaran dikenakan bunga

sebesar 2% sebulan untuk masa, yang dihitung sejak jatuh tempo. Surat

Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk

melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi SPT:

Fungsi SPT bagi wajib pajak Pajak Penghasilan (PPh)

a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan peng-
hitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
sediri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu
tahun pajak.

c. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang
pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu
masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.

Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang

dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Batas waktu penyampaian SPT:

a. SPT Masa
Paling lambat tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak
berakhir. Apabila wajib pajak terlambat menyampaikan SPT Masa dikenakan
sanksi administrasi sebesar Rp. 50.000,00.
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b. SPT Tahunan
Disampaikan selambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak (biasanya
tanggal 31 Maret tahun berikutnya). Apabila terlambat dikenakan sanksi
administrasi sebesar Rp. 100.000,00.
Contoh Penghitungan atas:
Upah Harian / Satuan / Borongan / Honorarium (Pegawai Tidak Tetap) Yang
Diterima tapi Dibayarkan Secara Bulanan.
Abdullah bekerja pada perusahan elektronika dengan dasar upah harian
yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2001 Abdullah hanya bekerja 20
har kerja dan upah sehari adalah Rp 25.000,00. Abdullah menikah tetapi belum
memiliki anak.
Penghitungan PPh Pasal 21
Upah Januari 2001 = 20 X Rp 25.000,00 =Rp 500.000,00
Penghasilan Bruto setahun = 12 X Rp 500.000,00 = Rp 6.000.000,00
PTKP (K/-) adalah sebesar:
a. untuk wajib pajak  Rp 2.880.000,00
b. tambahan menikah Rp 1.440.000,00
=Rp 4.320.000,00 -
Penghasilan Kena Pajak = Rp 1.680.000,00
PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21 setahun adalah sebesar:
5% X Rp 1.680.000,00 =Rp 84.000,00
PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar: Rp 84.000,00 : 12 = Rp 7.000,00

3.1.2 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tidak
Tetap Pada Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember
Pegawai Tidak Tetap pada Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember

menerima honorer yang dibayarkan secara bulanan.
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Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Koperasi

Karyawan Bank Mandiri Hub Jember pada bulan Januari 2003, yaitu sebagai berikut :
Widiastuti bekerja pada koperasi karyawan bank mandiri sebagai operator
dengan dasar upah honorarium yang dibayarkan secara bulanan. Dalam bulan
Januan 2003 Widiastuti menerima upah dari Koperasi Karyawan Bank Mandiri
Hub Jember sebesar Rp 550.000,00. Widiastuti status belum menikah.
Penghitungan PPh pasal 21

Cara | :

Penghasilan bruto sebulan = Rp 550.000,00
Dikurangi :

PTKP sebenarnya Rp 2.880.000,00 : 12 = Rp 240.000,00 -
Penghasilan Kena Pajak (PKP) =Rp 310.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 21 selama

sebulan =5% X Rp 310.000,00 =Rp 15.500,00.
Cara 2 :

Apabila penghasilan bruto yang dibayarkan selama sebulan dihitung perhari
Penghasilan Bruto sebulan : Jumlah hari kerja

Rp 550.000,00 : 20 hari = Rp 27.500,00.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 :

20 X Rp 27.500,00 =Rp 550.000,00
Penghasilan Bruto setahun = 12 X Rp 550.000,00 = Rp 6.600.000,00

Penghasilan Bruto sebulan

Dikurangi : PTKP untuk pegawai sendiri = Rp 2.880.000,00

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp 3.720.000,00
Pajak Penghasilan setahun = 5% X Rp 3.720.000,00 =Rp 186.000,00
Pajak Penghasilan sebulan = Rp 186.000,00 : 12 bulan =Rp  15.500,00
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Agar lebih memahami tentang Pelaksanaan Pemotongan Pajak Pei.g-
hasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tidak Tetap di Koperasi Karyawan Bank
Mandiri Hub Jember dapat dilihat pada bagan dibawah ini.

Gambar 2 : Pelaksanaan Pemotongan PPh pasal 21 atas Pegawai Tidak

Tetap
KOPERASI KARYAWAN
BANK MANDIRI HUB
JEMBER

:
Honorarium !
1

; Disetor
a :

b PPh Pasal 21 i d c
1
v
PEGAWAI TIDAK TETAP KPP BANK PERSEPSI

Sumber data : Koperasi Karyawan Bank Mandiri, 2003
KETERANGAN

a Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember memberikan honor setiap bulannya
kepada setiap pegawai tidak tetap yang bekerja di Koperasi Karyawan Bank
Mandiri Hub Jember.

b Atas honor yang diterima pegawai tidak tetap dikenakan PPh pasal 21.

Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember sebagai pemberi kerja ber-
kewajiban memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut berdasarkan peng-
hitungan yang dilakasanakan oleh bendahara dan pajak pada bulan yang ber-
sangkutan, kemudian bendahara membuat SSP (Surat Setoran Pajak) atas seluruh
jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Koperasi Karyawan
Bank Mandiri Hub Jember yang dipotong, dimana SSP ini terdiri dari 5 (lima)
lembar :
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a. Lembar | : untuk arsip Wajib Pajak
b. Lembar 2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
¢. Lembar 3 : untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak
d. Lembar 4 : untuk Bank Persepsi
e. Lembar 5 : untuk arsip pihak lain
¢ Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap dibayar/disetor ke Bank
Persepsi selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa
pajak berakhir. Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember membayar /
menyetor Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap ke PT. Bank
Mandiri dan dalam hal ini Koperasi Karyawan Bank Mandiri telah melaksanakan
kewajiban perpajakannnya dengan teratur dan belum pernah dikenakan sanksi
administrasi, baik berupa denda ataupun bunga.
d Pelaporan Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
Menurut pasal 21 Undang-Undang No 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga
atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan maka
dikenakan kewajiban perpajakan yaitu pemotongan, penyetoran, dan pelaporan
Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap, Koperasi Karyawan Bank
Mandiri Hub Jember sudah melaporkan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) setempat yaitu ke KPP Jember.

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Praktek Kerja Nyata Di Koperasi Karyawan
Bank Mandiri Hub Jember

Kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh pegawai Koperasi Karyawan
Bank Mandiri Hub Jember sebagai Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) 02.016.212.9-626.000 sudah berjalan baik, sesuai dengan Undang-Undang
Republik Indonesia No 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Dimana dalam Pasal 2 dikatakan bahwa Wajib Pajak wajib mendafiarkan diri pada
Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal/tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib
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Pajak. Berdasarkan peraturan dan kebijakan baru dari Direktorat Jenderal Pajak ada
perubahan mengenai format NPWP yaitu NPWP terdiri dari 15 digit, dimana 9 digit
pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan Kode
Administrasi. Atas kebijakan tersebut Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember
telah melakukan perubahan.

Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember berkewajiban memotong Pajak
Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal
21 dilakukan oleh bendahara dan penghitungan yang dilaksanakan sudah sesuai
dengan buku petunjuk pelaksanaan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dan 26 (Undang-Undang Pajak Penghasilan khususnya Kep
Dirjen No 545/PJ/2000) yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipungut oleh Koperasi Karyawan Bank
mandiri Hub Jember atas pegawai tidak tetap disetor ke Bank Persepsi yaitu PT. Bank
Mandiri dengan menggunakan SSP yang seharusnya dilaksanakan sebelum tanggal
10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dan Koperasi Karyawan
Bank Mandiri Hub Jember telah melaksanakan pelaporannya dengan menggunakan
SPT Masa Pajak Penghasilan pasal 21 yang dilampiri daftar bukti pemotongan. Untuk
bukti pemotongan dan SSP Masa lembar ke 3 dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak
selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya dan bila terlambat dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sebesar Rp 50.000,00. Dalam hal ini Koperasi Karyawan
Bank Mandiri Hub Jember belum pernah dikenakan sanksi administrasi.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub
Jember menggunakan sistem self assesment. Jumlah pajak yang disetor karyawan
Bank Mandiri Hub Jember, sudah sesuai dengan cara penghitungan Pajak Peng-
hasilan Pasal 21 dan dapat dilihat dari SSP, SPT Masa dan SPT Tahunan.

Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember adalah wajib pajak yang telah
melaksanakan kewajibannya di dalam bidang perpajakan, pemungutan sampai dengan
pelaporan pajak terhutang. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh
bendahara, serta hasil pengamatan dari penulis waktu melakukan PKN.
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Dari rangkaian pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, sesuai
dengan pengamatan dan data yang diperoleh selama Praktek Kerja Nyata pada

Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember, penulis dapat menarik kesimpulan

sebagai berikut :

a Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap Koperasi
Karyawan Bank Mandiri sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, pemotongan,
penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26 yang telah
dicantumkan dalam Undang-Undang Penghasilan No 17 Tahun 2000 dan Kep
Dirjen No 545/PJ/2000;

b Pelaksanaan pemotongan/penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21
atas Pegawai Tidak Tetap Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember

dilaksanakan dengan tepat waktu dan belum pernah terkena sanksi administrasi.

4.2 Saran
Saran yang dapat diberikan dari hasil Praktek Kerja Nyata adalah :
a Agar dapat memperjelas status karyawan koperasi yang berkaitan dengan Pajak
Penghasilan Pasal 21;
b Diharapkan Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember dalam melaksanakan
kegiatan perpajakan tetap berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku.
Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya

mahasiswa Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

e
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS-JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan - Kampus Tegalboto, ® ( (0331) 335586-331342, FAX. (0331) 335586 JEMBER 68121
Email : fisipunej@jember.wasantara.net.id @ (0331) 332736

SURAT - TUGAS

L C LS. 20PR 9D

Dekan Takultas Nmu Sosial dan Mmu Politk Universitas Tember

nichugaskan kepada mahasiswa vang namanyva tercaituin dibawah inj -
Nama : Venty fuyvosuyants

Nim C 20 - 1083

untuk mengzkutt  program kematan magang pada  koperasi isank
MMandin Jember di Jember | selama 30 han terhitung sejak 3 Februan
2003 s'd tanggal @ Maret 2003, Mahasiswa  divagibhan mengihat heviatan
ragang boerdusarkan tatas tertib dan disiphin keriia vang herdaka.

Demikian suvat fugas int dibuat untuk dilaksanaan dengan sebaik-haiknva,

Jember. 31 Jaghigri 2003
e
.—-—"—'\“0.‘
J‘;/p(_\ 0\\
g'.Tx.\ &t ‘{\
« 7
"H. Moch., Toerka

NIP. 130 524 832

Tenibusan hepada YL
1. Ketua Program Studi D-IT7 Perpaiakan TTSTP TINTLL
2. Kasabag. Pendidikan FISIP UNEJ.

sri magangdoc. sword
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DAFTAR HADIR PKN MAHASISWA UNIVERSITAS JEMBER

BULAN FEBRUARI 2003

PADA KOPERASI KARYAWAN BANK MANDIRI HUB JEMBER

b b e e U ——

NAMA . Venty Riyosuyanti
NIM. :200 - 083
FAKULTAS / JURUSAN : FISIP / D — Il Perpajakan A
No TANGGAL TANDA TANGAN KETERANGAN
I [03-02-2003 |1 Pyl H Nik
2 [oi-togfs 71 2 ]
3 105-02-2003 |5 /At " ]
| 4 |06-02-2003 APt |
5 107-02-2003 |5/ Pgpmyp PN
6 | 10-02-2003 i 6. S Pprit N
7 [11-02-2003 |3,/ P | | L
8 |13-02-2003 8. Pegnas |
9 [14-02-2003 o /Ry R
10 |17-02-2003 6. /Fys ]
11 [18-02-2003  [i1, ageya g
| 12 [ 19-02-2003 ' 12 /Py |
13 [20-02-2003 [y, Fenn
14 [21-02-2003 N 1. Pk 1
15 124022003 [is, R ' : I B
16 | 25-02-2003 " i /}"/v%-yf ] L)
17 | 26-02-2003 3} Pk ‘ ;
18 [27-02-2003 4 8./ R s b
| 19 128-02-2003 19/ Pgma S 3
20 [04-03-2003 ' 2 Py s

Mengetahui,

Bendahara
Koperasi Karyawan Bank Mandiri
Hub Jember

iy

A

(Heru Purngnto Utomo)
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KOPERASI KARYAWAN
BANK MANDIRI HUB JEMBER

SURAT KETERANGAN
No. Kop.H1/002/2003

Yang bertindatangan di bawah ini :

Nama : F. Banjarnahor
Jabatan . Ketua Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub Jember

Dengan ini menerangkan :

Nama : Venty Riyosuyanti

Alamat : JI. Sumatera IX/94 Jember

Pendidikan : D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosoal dan IImu Politik
Universitas Jember

Telah mengikuti Praktek Kerja Nyata (PKN/Magang) di Koperasi Karyawan Bank Mandiri
* Hub Jember mulai tanggal 3 Pebruari 2003 sampai dengan 4 Maret 2003.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat unti:k dipergunakan seperiunya.
Jember, 5 Maret 2003

KOPERASI KARYAWAN
/BANK MANDIRI HUB JEMBER

Ketua
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1
y DEPARTEMEN KEUANGAN RI. SURAT SETORAN PAJAK :
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK LEMEAR ].

KANTOR PELAYANAN PAJAK S S P
Untuk Arsip WP

e S OIDOT i,

NPWP :|o ]2 ,_.|0 |1 [6 | ‘2‘1 12 l 19 ’ = M2'6|- Jololol

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
| Nama WP : Koperasi Karyawan Bank Mandiri Hub fember .=~
| Atamat ;e Yend por3 Jemeer T

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

S ledalals ilolo) | .nwlen Semvard 203

Masa Pajak ‘ Tahun
485 | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags Sep | Okt | Noo | Des Ei 6],. J_'i J
i [ S0 5 1
Beri 1anda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan 1 b, g i P

Nefocketstana + [ | US| | L el | IR |4 T |

Diis! sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Terbilang

Diisi dengan rupiah penuh

Diterima oleh Kanrto

Tanggal 0
:’T. B O sy

NamaJelas: ............ L0 %) SRR R 131+ P

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembé’ya ran

" Dilsl sesual buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01
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) SR e, | ST o i |y |
KANTOR PELAYANAN PAJAK q P)
Jesber (S |\ Untuk Arsip Wajib Pungut
"""" atau pihak lain
newe  chf2 | bl |2]il2] [9]-|6]2]e]. [olo]o]

Diisi sesuai dengan Norr r Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama Wp : Kkoperaei Karyawen Bank Mandiri Hub Jembsr

...........................................................................................................................................

Alamat

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

Ppn Pasal 21 atau Pembaya.rm honorariun

o fafs]a] tfofo | bwlem gamart2003 .

Masa Pajak

Tahun
m | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des E 0 |o 3
Beri 1anda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan GF tehax ferahp e ER L

samoricstapan + |_[ 1 | | o[ | | JrL4do L | Jr] ]

Diisi sesuai Nomor Ketetapan ; STP, SKPKB, SKPKBT

Jum']ahPembalyamn ' Tcrbilang“ : Seratus ribu lims ratus rupish

Diisi dengan rupiah penuh

Diterima oleh Kantor Penenma Pembayaran
Tanggsal ............ GY ................ d Up'_ ......
% Bﬁa‘n{éakéﬁa{a !g.:lganl FEREIRO)
CABA Jh JL b al} 720 LL”‘ PLUH
l'}

4
NamaJelas: ............. I @ ..éb“‘ﬁ‘“!-‘“‘f

Ruang Validasi Kantor Penerima Pcmba) aran

Diisl sesuai buku pelunjuk pengisian

F.2.0.32.01
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Lampiran 5.

Lembar ke- | totuk ; Kadtor Palsysosa Pejuk
Lan/oarkh- 2untuk | F emolong Pyjak

Yth.Kepala Kantor Pelayansn Pgjak
JL KH Wahid Huwryim
di Jamber

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

.. Identitas Pevrotong Pajak :

NPWP rlol2).lelrlel) lalrlz].|lodelslals].lelo]a]

Nema : KOPERASI KARYAWAN BANK MANDIRI HUB JEMBER
Alemat  : JL.JEND A YANINO.3 JEMBER
}. PPhPsl21 dan atau Psl 26 ATAS PEMBAYARAN gajl yg tlh dipotong wimasa Jusuarl tahuu 2001
dan telah disetor tanggal 10-02-2003 adalah sebazal berlkut :
(AP Jumlah Jumlah T ) ,-'—
Golongan Penerima Peaghasilan K..]SI Tenerlma Penghasilan Bruto EEs ym(; d)'pwm&
Penghasilan (Rp) P
1 2 3 4 o 5
1. Pegawal Tetep 0111/100

2, Pegawal Tidak Tetap yang PPh
terutangnya ditanggung Pemerintah

3. Penslunan dan penerima

pembayaran s srkala lalonya 01117100
4. Pegawal Har an/Mingguan 01117100
5. Pegawal Satuan 0111/100
6. Pegawal Borongan 0111/100
7. Pegawal Hovorer 01117100 | 13 Rp 5.130.000,00 | Rp 100.500,00

8. Mantan Pegawal yang menerima
Jasa Produks!, Tantiem, !

Gratifikasl dan boaus 0:11/100
9. Penarik dana pada Dana Penslun 0111/100
10, Petugas Dinas Luar Asuransi 01117100
11, Petugas Penjaja Barang Dagangan 0111/100
12. Dlstributor MLM/dlrect selllng 0111/100
13. Tenaga Ahll 0111/100
14. Penerima Honorarium atau Imbalan

Lainnya 0111/100
15. Pegawal dengan status "Va)lb Pajak

Luar Negerl. 0117/100

JUMLAI Rp 5.130.000,00 | Rp 100.500,00

Diperhitungkan keleblhan setor tahun/bulan *) scbelumnya »

PFh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masth harus disetor/keleblhan sotor mhun/bulan *) sebelumnya
yang belum diperhltungkan 5=

Terbllang: - Seratus Ribu Lima Ratus Ruplah—
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Pasal 21 yang dipotong flnal :

MAP/ Jumluh Jumlal PPh yang dipotoug
Pesartyss Panghnslian KJS Penerima Penghasilan Biuto (Rp)
, : 1 (2) 3) C)) G}
Penerima Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan Har
Tua/Jaminan Hari Tua yang
dibayarkan sekaligus 0111/401
Pejabat Negera, Pegawai Negerl
Sipil, Anggota ABRI dan
Pensiungn yang menerina
Honorarum dan Imbalan lain
yang dibebankan kepada
Keuangan Negare/Daerah. 0119/100
JUMLAH Rp - Rp -
[erblang :
Lamplran :
(" ) Surat Setoran Pajak sebanyak ................... Lembar
( ) Surut Kuasa Khusus/Suret K etsrangan Kematian
( ) Daftar Bukti Pemotongan PI'li Pasal 21 dan atau Pasal 26
( ) Bukti Pemotongan PPh Pesal 21 dan atau Pasal 26 sebany (% ............... lembar.
Permyataun :

Bersania ini saya menyatakan bahwa pembentahuan diatas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat,

Jember, 12 Febpuar 2003

Pemotoiig Pajal/Kuasa
Tanda tangam, uanis d%l cap
L N 3§ Ry

LR : 7 . e
HERU BURNANTO UTOMO i\
?“\J.’_? " i ; i

L sl
N |\I_:
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RTEMEN KEUANGAN REPUBLIK; INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lampiron 7
Lepbar|ke, s~Untuk ¢ KPI?
el v/ Res 4 1 Undik & Periotong Pajuk

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGIIASILALY

KARYAWAN HONORER

Masa : bulan .. J@nuUard .o 11T 6o [ CRRRRS N,
i . Ph pasal 2
NPWP w;{ji; r[::u?uk %I::::[ Pcnlolor::::wr )_13{12({]:;“5%10;1‘& -
2 3 4 5 6 | ]

> Widiastutd = . 15.500,00 i1
- Wiwik Wulandari - - 15.600,00
- Suko Prayitno - - 15.500,00
- Abdul Bari = - 4.000,00
= Riza Yanuar - - 5.500,00
- Cholri Wahyudi - - 4.000,00
- Yaniar Arifianto - - 4,.000,00
- M. Affan - - /,+020,00
- Sugeng Raharjo - - 4.000,00
- Rai Donna = = 4,.000,00
~ Farida - - 10.000,00
- Nadira - - 8.625,00
- Abd. Rokhim - - 5.875,00
JUMLAT | 100..500,00

Jember, Pebruari 2003

Namia

Pemotong Pujak,

. Koperasl Karyawan Bank Mandird Hub,

NEWTE & 02,086.212.5 625,000 s cupesumsvsanans

cap dan
tanda tangan

0iz

Heru manto Utomo
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SPT'FAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

[FORMULIR

1721

DEPARTEMEN KEUANGAN RJ
DIREK [ORAT JENDERAL PAJAK

® ISIDENGAN HURUF CETAK / DIKETIK

® BERI TANDA “X" DALAM D (KOTAK) YANG SESUAI

® ISI DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS
SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

TAHUN TAKWIM

NPWP PEMOTONG PAJAK
NAMA PEMOTONG PAJAK

KOTA /KODE POS
TELEPON / FAX
JENIS USAHA
NAMA PIMPINAN

ALAMAT PEMOTONG PAJAK

Ll Ly e b ey g

SEBAGAI BERIKUT :

A. DALAM TAHUN TAKWIM Y

ANG BERSANGKL TAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAM PPh PASAL 26

JUMLAH JUMLAH PENGHASILAN PPh PASAL 21726
GOLONGAN PEGAWAI PENERIMA BRUTO TERUTANG
PENGHASILAN (RUPIAH) (RUPIAIT)
(0 @) @) T
I. | PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) /
JAMINAN HARI TUA (JHT)
(DIISI DARI FORMULIR 1721-A)
2. | PEGAWAI TIDAK TETAP /PENERIMA HONORARI('M DAN
PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN
YANG DIKENAK4N PPh PASAL 2| BERSIFAT FINAL /
PEGAWAI DENG/ | STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
(DIISI DARI FORMULIR 1721-B)
3| JUMLAH (1+2)
4. | PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DIISI DARI FORMULIR 1721-A DAN 1720-B) . 3
3. | PPhPASAL 2| HARUS DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 4).....oooiooooo o 3 s
6. | PPh PASAL 21/ PASAL 26 YANG TELAH DISETOR -....oovoc oo oo |
7. | STP PPh PASAL 21 / PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK) ... L
9. | a [] PPhPASAL 21 /PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA § - ANGKA 8) .
b. [] PPhPASAL 21 / PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 8 - ANGKA $)
JUMLAH PADA ANGKA 9 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL ... . . i
B. | PPhPASAL 2] YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 9 b MOHON DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN '
PPh PASAL 21 UNTUK BULAN .. oo TAHUN oot
C. | LAMPIRAN
SELAIN LAMPIRAN 1721- A, 1721 - Al ATAU 1721 -A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA
1. [C] SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 4. [] PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN ATAU
ALAMAT
2. [] SURATKUASA KHUSUS 5
3. [CJ LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM PSR R
HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI _
D. | PERNYATAAN
DENGAN MENVADAR| SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKS! SESUAI DENGAN KETENTUAN |
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESEK TA |
LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.
(] PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN
[ kuasa NAMA LENGKAP

*1.1.32.19
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LAMPIRAN I

Digital RepegiigRal/niversitas Jen
PAJAK PENGHASILAN PASAT. 21

10@ErMULIR

1721 - A

DEPARTEMEN KEUANGAN W

IRETOAT MDE R A HARI TUA (THT)/JAMINAN HARI TUA (JHT)

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN

TAHUN TAXWIM

L |

NPWP PEMOTONG PAJAK [[[l|ll|||ll_l[]|||ll|

NAMA PEMOTONG PAJAK

A DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NO PZNGHASILAN PPh PASAL 21 PPh DITANGGUNG
URUT NAMA NPWP BRUTO TERUTANG PEMERINTAH
(RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH)
n (2) (3) (%) (5) (6)
® JUMLAH »
« YANG MEMPUNYAI NPWP o
- YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP »
3. JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK
MELEBIHI PTKP P i ORANG
C. JUMLAH A+B O e ORANG
ATATAN

. PIND¢ HKAN JUMLAH ORANG PADA C KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA | KOLOM (2)
2. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (4) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA | KOLOM 73)
. PINDAHKAN JUMLAF C KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA | KOLOM (4)

{. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (6) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 4.

. JIKA RUANGAN FORMULIR NI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BEMTUK. INI

D.1.1.32.47
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LAMPIRAN I-A LBR. | : UNTUK ¥Fp

. iversitas Jemigeyreve
par bR e Bty Uniy

BR. 3 UNTUK PEGAW AL
ILAN PASAL 21 s =
PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAT TETAP FORMULIR
ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU
_ _ TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI 1721 - A1l
X KEUANGAN TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)
JENDERAL PAJAK

TAHUN TAKWIM

{ ® BERITANDA X DALAM | | (KOTAK) YANG SESUAI : | ] ]
JRUT

MOTONG PAJAK
MOTONG PAJAK
PEMOTONG PAJAK

JAWAL ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT
AWAI ATAU PENERIMA PENS IUN / THT / JHT

'EGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN {ThT 1 54T

ENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING : D KAWIN D TIDAK KAWIN
ANGGUNG AN KELUARGA UNTUK PTKP Koo TR s
OLEHAN PENGHASILAN B i b s, L i
! PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT _I RUPLAN
EENGHASILAN BRUTO
I/PENSIUN ATAUTHT /JHT ... M Y 1 A
ANGAN LAINNYA, UANG LMBUR, DSB ..........o > 3 [ B
ORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA ... o 4
MIEASUL/ NSIYANG DIBAYAR PEMBERIKERJIA ... 3 - 5
ERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YAN 6
NAKAN PEMOTONGAN PPh 'ASAL2I ... " 1
LAB (0 S:DM6Y i hihcvmpsscospmsionsisi i e i N o A B ? Yy O
TIEM, EONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DANTHR .. T (S SRS R ST S T o
-AH PENGHASILAN BRUTO (7+8) e 9
N NGAN
A JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7. > 0. ' |
AJABATAN/ BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8 » 1 =1
N PENSIUN ATAU IURAN THT / JHT . - B T P
AH PENGURANGAN (104 11+12) ... ... O < i3 e
NGHITU* G/ PPh PASAL 21
AH PENGRASILAN NETO (313 -..cotcoimmssiinmsmsnsosss 14
ASILAN NETO MASA SEBELUMNYA....... Sk s i
\H PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN) ... 3 16 ==
LASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) .. 3 1
IASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16.17) » 8 W
SAL 2| ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN. > 19
SAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA » 20
SAL 2| TERUTANG . . . . ¥ 21
AL 21 DITANGGUNG PEMF RINTAH ... - ¥ 2
AL 21 YANG HARUS DIPOTONG (2022 N
AL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI e e e e 2
3 [ & YANG KURANG DIPOTONG (23.24) =
1 PP PASAL 21 i ”
(] b vANG LEBIH DIPOTONG (24.2)
ITERSEBUT [ ] a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJ( BULAN . TAHUN
\NGKA 2§ %
(] b DIPERHITUNGKAN DENGAN PP PASAL 21 BULAN ................_TAHUN.. .
D PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN
R
D KUA3A NAMA LENGKAP

ORMULIR NI DAPAT DIPERBANYAK SESUAI DENGAN KEPERLUAN -
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LAMPIRAN 1-B LBR. | : UNTUK KPP
E! . " id. \ia i ,1.[}!_1_.:1 \L:A#Lw..f W ,!. WAN
PAJAK PEN(&%&E&?\ANNIT’ASAL B, | e ot

) PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 FORMULIR
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI / POLRI, :
o PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUNANNY A 1721 - A2

PAIAK

P TAHUN TAKWIM
® BERI TANDA X DALAM | | (KOTAK) YANG SESUAI

EMOTONG PAJAK SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH, PT TASPEN, PT ASABRI TIDAK PERLU MENYAMPAIKAN LAM PIRAN IHi

1/ BADAN LAIN
ARAWAN
ARAWAN
\HARAWAN

|/ PENSIUNAN

/ PENSIUNAN

VAl / PENSIUNAN
ONGAN

NIS KELAMIN : D KAWIN D TIDAK KAWIN LAKI-LAKI D PEREMPUAN

UNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

GHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :
[ASILAN BRUTQ
K * PENSIUN ...

- [ —
\N ISTER! ., i Rp
N ANAK ... IO s Rp
AJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3) o Rp
\N PERBAIKAN PENGHASILAN . > Rp
N STRUKTURAL / FUNGSIONAL ... g Rp
N BERAS » Rp
WRHTSUS < oo e SN e Rp ..
N LAIN-LAIN ... oo imsmieessanseassreemssosenss e Rp.

SUDNMY < revecormssomeinsyve e bt T A S s teete e I s e Rp
IANGAN
ATAN 7 BIAYA PENSIUN e cinronssenesessasesseesoessensss P Rp

SIUN ATAU BURAN THT. it iisinaisisisssasinssssiibibsisssdbeaiillinniiat i B B i s

[TUNGAN PPh PASAL 21

NGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUMKAN) ...iniiiiiaimmiins® Rp ..
ANTFROAICIKENA PATAR: (FTER) e B o i iadvosios i ressssarmen - Ep
AN KENA PAJAK (15-16) .. .iiviciiccninnmnreersosmsssnossicsiri i ooeseenns e Rp .
| TERUTANG . Rp ..
21 YANG TELAH DIPOTONG > Ru

[ s YANG KURANG DIPOTONG (18-19) :
| PASAL 21 Rp

[C] b YANC LEBIH DIPOTONG (19-18)

TERSEBUT [] owmoakan  [] pnoakian [ ] saru [ T ENSIUN

®  BENDAHARAWAN .,

{ULIR INI DAPAT DIFERBANYAK SESUA] DENGAN KEPERLUAN
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LAMTI NI

ng‘jtla epasitory Universit
AHUNAN
) PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

asIeHier
1721-B

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP / PENERI
u PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGI
x| PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL / PEGAWAI DE

LUAR NEGERI

MA HONURARIUM DAN
TASILAN YANG DIKENAKAN
NGAN STATUS WAUJIB PAJAK

TAHUN TAKWIM

J

LL L]

3 PAJAK

G PAJAK

L0 Ll Ll L) L

I

IAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21/,

ASAL 26 TERUTANG SEHAGAI BERIKUT

NGAN PENERIMA PENGHASILAN

PENGIHASILAN

PENGHASILAN
SEBAGAI DASAR

T PPh PASAL 2] AT
PPh PASAL 26

Al
I'Ph DITANGGUNG

BRUTO PENERAPAM TERUTANG PEMERINTAH
TARIF
(RUPIAH) (RUPIA) (RUPIAL (RUPIAL)
(2) {3) (4) (5) (6)

HARIAN
MINGGUAN,
UM DAN IMBALAN LAINNYA YANG
ONORARIUM DAN IMBALAN LALNNYA
DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA

LEPAS  DENGAN UPAH
SATUAN, BORONGAN,

 DIPAKAIL SEBANYAK. . . ORANG

TIDAK  TETAP,
AWAL SEBANYAK

PEMAGANG, DAN
ORANG

HONORARIUM, UANG SAKLL HADIAL
IGHARGAAN,  KOMISI  (TERMASUK
RIMA PDL ASURANS! DAN PENJAJA
AGANGAN YANG BUKAN PEGAWAL
EA  SLLWA. DAN  PEMBAYARAN
ANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK
SAR  BANYAKNYA  HARI  YANG
N UNTUK MENYELESAIKAN JASA
\TAN. SEBANYAK ORANG

! ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
K MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI
\NYAK ORANG

R MLM / DIRECT SELLING DAN

SEIENIS  LAINNYA, SEBAMVAK
ANG
GAWAL SEBANYAK ORANG
'ROGRAM  PENSIUN,  SEBANYAK
ANG

LI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM
:MOTONGAN PI'h PASAL 21 DAN PPh
PENGACARA. AKUNTAN, ARSITEK,
NSULTAN, NOTARIS, PENILAIL, DAN
LEBANYAK ORANG

21 BERSIFAT FINAI

ANG PESANGON, LANG TEBUSAN
AU TUNJANGAN HARI TUA /
HARI TUA / JAMIL. AN HARI TUA

ARKAN SEKALIGUS
PEGAWAL  BUKAN  PENERIMA
SESANYAK .. ORANG

K FEGAWAI TETAP / PENERIMA
PADA FORMULIR 1771-A SEBANYAK
RANG

GARA,
NI/

PEGAWA|
POLRI,
ORANG

NEGERI SIPIL,
DAN  PENSIUNAN,

26

’EMBERI JASA DENGAN STATUS
K LUAR NEGERI YANG ATAS
INYA DIPOTONG PPh PASAL 26,
s ... ORANG

). 11 (KECUALL9.b): ... .ORANG

KA 12 (JUMLAH | S.D. |1 KECUALI9.b : ...
LA.1 FADA KOLOM (3) KE FORMULIR 172
LAH PADA KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 H

I H

..... ORANG) PADA KOLOM (2) KE FORMULIR 1721 HURUF A
URUF A ANGKA 2 KOLOM (3);
URUF A ANGKA 2 KOLOM (4);

LAH PADA KOLOM (6) KE FORMULIR 1721 HURUF A ANGKA 4.

ANGKA 2 KOLOM (2);
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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-545/PJ./2680 TANGGAL 29 DESEMBER 006

TENTANG

PETUNJUK PELAXSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN,

JASA, DAN KEGIATAN ORANG I'RIEADI

Menirmbang

Mengingat

DIREKTUR JENDERA! PAfAK,

bahwa untuk melaksanaka- keientuan Pasa! 21 zvat (8)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasiian sebagaimana telah diubah terakhir dzngan
Undang-undang Nomor |7 Tahun 2000 perlu menczapian
Keputusan Dirjen Pajak tentang Petanjuk Pelaksanaan
Pemotongar, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan,
Jasa Dan Kegiatan Orang Pribodi,

2

Undang-undang Nomor 6 Tahvn 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Le:aberan
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomeor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inconesia
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3984);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

I
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I

Penghasilan (Lembaren Negara Renublik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Necara
Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
(I.embaran Negara Republik Indoresia Tahun 2000
Nomor 127, Teambahan Lembaran Negura Nomer
3985);

Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2006 tenitang
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Perluas.n
Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4055):

Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal Z1 Atas
Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan
Pensiun, Dan Tunjangan Harj Tua Atau Jaminan
Hari TFua (Lcnibaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negera
Nomor 4067):

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1594 tentang
Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawaj
Negeri Sipil. Anggota ABRI, dan Para Pensiunan
atas Penghasilan atas Penghasilan yang Dibebankan
Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Duerah
(Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 1994
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
I5TH:

Peraturan Pemerintahan Nomor [4 Tahun 1993
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
Tenaga Kcrju (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1993 Nornor 20, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3520):

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK .04/
2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Penentuan
Tanggal Jatuh Te mpo Pembayaran Dan Penyetoran
Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara
Pembayaran, Penyetoran, dan Pclaporan Pajak, Serta
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Menetapkan

10.

Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundazr
Pembayaran Pajak;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61 1/KME (=
1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Periakuz-
Pajak Penghasilan Bagi Perwakilan Organisas:
Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisas:
Internasicnal, sebagaimana telah diubah terakh:-
dengan Kenutusan Menteri Keuangan Nomor 31+
KMK.04/1998 tangga! 15 Juni 1998,

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK 0=
1008 tanggal 18 Desember 1998 tentang Bagiar
Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaun Dar
Pegawai Harian da1 Mingguan Serta Pegaw ai Tetap
Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak
Penghasilan;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.04
1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Besarnvz
Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dupa:
Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawu: Tetar
atau Pengiunan;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TEN-
TANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENG-
HASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN
ORANG PRIBADI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan
yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat

4
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PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa
aaji. upah. honorarium, tunjangan. dan pembayaran lain dengan nama
dan dalan: benwuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan.

jasi. dan kegiatan sebagaimara dimaksud dalam Pasai 21 dan Pasal

26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
ebagaimana telah ¢ ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17

Tahun 2000+
Pejabat Negara adalah
q)  Presiden dan Wakil Presiden:

b) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota:

¢) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan:

d)  Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda. dan Hakim Mahkamah Agung:
¢)  Ketua dan Wakil Ketua Dewa Pertimbangan Agung:

f)  Menteri. Menteri Negara, dan Menteri Muda;

a) Jaksa Agung:

h) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinst:

i\ Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten:

i) Walikota dan ‘Wakil Walikora:

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerzh. dan PNS
lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974:

Pegawai adulah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan
berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun
tidak tertulis. termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan
negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;

Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja
yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara
berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota devian
pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola Kegiatan
perusahaan secara langsung;

Pegawai dengan status Wajib Pajak ‘war negeri adalah orang pribadi
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima
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atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubun.an
dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Tenaga Lepas adalah orang pribadi yane bekerja pada pemibzer berg
yang hanya menerima imbalan apabilu arang pribadi yang bessuigl
bekerja.

Penerima Pénsivn adalah orang pribadi atau ahli WUriSnva \ang
menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilaku:z
di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnyu \ing
menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.

Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerimia ztau
memperoleh imbalan sehubungan dengar jasa, jabatan, atav Kegi:ian
yang dilakukannya.

Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian,
upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan. .

Upah Harian adalah upah yvang terutang atau dibayarkan atas dzsar

waad

Jumlan hari kerja.

Uipah Mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan sec:rz
mingguan.

Upah Borongan adalah upah yane terutane atau dibayarkan atzs dzszr
[ g P g g
penyelesatan pekerjaan tertentu.

Upah Satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dzsar
banyaknya satuan produk yang dihasilkan.

Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yvzng

dilakukan.

Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargzan

L=

yang diberikan melalui suatu perlombazn atau adu ketangkasar.

Magang adalah aktivitas untuk memperoleh pengalaman dan atau
keterampilan dan atau keahlian sehubungan dengan pekerjaan yang
akan dilakukan. '

Bea Siswa adalah pembayaran kepada pegawai tetap, tidak tetap, dan
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mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop). pendic sz

calon pegawai, yang ditugaskan oleh pemberi kerja untuk meng:iut
program pendidikan yarg ditetapkan oleh pemberi kerja vang t~"‘.\'_.
dengan kontrak atau perjanjian kerja atau pembayaran vang dilas _vas

oleh suatu institust kepada orang pribadi yang tidak mempunyvai '.! 4

kontrak atau perjanjian kerja untuk mengikuti suatu program gendic war

Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan. ter.zsub

e

pertunjukan, dan olahraga.

Kegiatan multilevel marketing atau direct selling adalah suawu s :terr
penjualan secara !angsung kepada konsumen yang dilakukan s=car:
berantai oleh orang-perorangan :ebagai distributor perusahaan miu....sve,

marketing atau direct selling.

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim ztz:
vadan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan keterrtuar
agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanyvai.

BAB II

PEMOTONGAN PAJAK DAN PENERIMA
PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

Pasal 2

Pernotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, yanc szlan—zinve
disingkat Pemotong Pajak adalah

a. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badar. baii
merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, t=ntui
usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium. tuniangar.
dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai irmdaler
sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukar oler
pegawai atau bukan pegawai;

b. bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintar
Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerinrai.
lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Reoublik
Indornesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upal, oons-
rarium, tuniangan, dan pembayaran lain dengan nama zoapur
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan keziatan

¢l

dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaza ¥erje
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dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan
hari Tua atas Jaminan Hari Tua;

d.  perusahaan, badan, dan bentuk usah: tetap, yang membavar
honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan
dengan kegiatan, jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan status
Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas da,

ertindak’ untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas
nama persekutuannya;

e.  perusahaan, badan, dan bentuk usaha tctap, yang membayar
honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan
dengan kegiatan dan jasa yang dilakvkan oleh orang pribadi
dengan status Wajib Pajak luar negeri;

f.  yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit,
pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaar,
asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang
kegiatan sebagai pembayar gaji, npah, hororarium, atau imbalan
dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan
yang dilakukan oleh orang pribadi;

g. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayvarkan
honorarium atau imbalan luin kepada peserta pendidikan, pelatihan,
dan pemagangan,;

h. penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisas:
termasuk organisasi internasione!, perkumpulan, orang pribadi
serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan} vang
membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk
apapun kepada Wajib Pajak crang pribadi dalam negeri berkenaan
dengan suatu kegiatan.

(2) Dalam pengertian pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat
() huruf a termasuk juga badan atau organisasi internasional yang
tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2),
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomior 17
Tahun 2000.

(3) Perusahaan dan badan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf
d, e, dan g termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha

7
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Milik Daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk
apapun. dan badan atau organisasi internasional dalam bentuk apapun
yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangar: sesuai dengan ketentuaa Pasal 21 ayat (2
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1683 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor i
Tahun 2000

Pasal 3

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Paszl
76 berdasarkan Keputusan ini adalah orang pribadi sebagaimana dimaksud
dulam Pasal | angka 2 sampai dengan angka 10 serta orang pribadi lainnya
yang mengrima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan
atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari Pemotongan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

4. pejabat perwakilan diplomatik can konsuiat atau pejabat lain dzn
negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka
‘yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka. aengan
syarat bukan warga negara Indonesia dan di indonesia tidak menerima
atat memperoieh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya
terscbut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbzl
balik:

b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal
23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998,
dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidek menjalankan
usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan
dari Indonesia.

BADB III
PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

Pasal |

(1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21l adalah :

3
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penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa

gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk hono-
rarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengav. as).
premi bulanan, vang lembur, uang sokongan, uang tunggu, vang
ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan.
tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transper, tunjangan
pajak, tunj@ngan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak. bea
siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan
teratur lainnya dengan nama apapun;

penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa
jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari

raya, tunjangan tahun baru, bonus. premi tahurian, dan penghasilan

sejernis lainnya vang sifatnya tidak tetap;
upah harian, upah mingguan, upah satuan, cdan upah borongan;

uang tebusan pensiun, uang pesangon, uarg Tabungan Han Tua
atau Jaminan Hari Tua, dan pemb:yaran lain sejenis;

honorarium, uang saku, hadian atau penghargaan dengan nama
dan dalam bentuk apapun, komisi, hea siswa, dan pembayvaran
lain sebagzail imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa. dan
kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Paiak dalam negeri, terdin
dari:

1. tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalain Vasal 9 ayat (7);
2. pemain rnusik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang
film, bintang sinetron, bintang iklan, sutredara, crew film,

foto model, peragawan/peragawati, fzmain drama, penari,
pemahat, pelukis, dan seniman lainnva;

(S

olahragawan,;

4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, den
moderator;

5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;

pemuberi jasa dalam segalu bidang termasuk teknik; komputer

dan sisteru aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi,
ekonomi dan sosial;

agen iklan;

pengawas, pengelola, anggota dan pemberi jasa kepada

9
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suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga
iepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;

9 pembawa pesanan atau yang menemukan langganan:

0. peserta perlombaany

1. petugas penjaga barang dagangan:

12, petugas dinas luar asuransi:

3 peserta pendidikan, pelatihan. dan pemagangan;

l4. distributor perusahaan muliilevel marketing atau direc:
selling dan kegiatan sejenis lainnya.

(. Guji. gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait
dengan gaji yang diterima cleh Pejabat Negara, Pegawai Neger
Sipil serta vang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang
sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiun
termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

(2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) termasuk pula peneriniaan dalam bentuk natura“dan
kenikmatan lainnya dengan nama apzpun yang diberikan oleh bukan
Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Fenghasilan yang
berstfat final dan yang dikenakan Pajak Penghasitan bercasarkan
norma penghitungan khusus (deemed profit).

(3) Penghasilan yang dipotong PPh (Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan nama dan dalam bentuk
apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status
Wajib Pajuk luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan
Keglatan.,

Pasal 6

Uniuk keperluan penghitungan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26.
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung
berdasarkan nilai tukar (kurs) yang ditetapxan oleh Mentert Keuangan yang
berlaku pada saat pembayaran penghasilai: tersebut atau pada saat dibebankan
sebagai biaya.

Pasal- 7

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh
Pasal 21 adalah

10
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d.

b.

(2)

pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi
kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa:

penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur
dalam Pasal 5 ayat (2);

- iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya

telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua
kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi
kerja:

penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan
nzama apapun yang diberikan oleh Pemerintah;

kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;

zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau
lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintal.

BAB IV
PENGURANGAN YANG DIPERBOLEHKAN

Pasa! 8

Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasarkan
penghasilan bruto dikurangi dengan :

a. biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan
bruto sebagaimana dimaksud dalam Paszl 5, dengan jumlah
rn2tsimum yang diperkenankan sejumlah Kp. 1.296.000,00 (satu
juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupizh) setahun atau
Rp 108.000,00 (seratus delapain ribu rupiah) sebulan;

b.  iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada
dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan atau badan penyelenggara Tabuhan Hari Tua atau
Jaminan Hari Tua yang dipersamat.an dengan dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Besarnya penghasilan neto penerima pensiun ditentukan berdasar
penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya
pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari per.ghasilan bruto berupa

11
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(4

(5)

(6)

(7)

tang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah
Rp. 432.000.00 (empat ratus tiga pulch dua ribu rupiah) setahun atau
Rp 36.000.00 tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan.

Besarnyva Penghasilan Kena Pajal dari seorang pegawai dihitung
berdasar penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah scbagai berikut

’

Setahun | Sebulan
Ao untk diri pegawai Rp 2.880.000,00 Rp 240.000,00
b, tambahan untuk Rp 1.440.000,00 Rp 120.000,00

pegawal yang kawin
¢.  tambahan untuk setiap  Rp '.440.000,00 Rp 120.000.00
anggota keluarga sedarah
dan semenda dalam garis
Keturunan lurus, serta
anak angkat yang menjadi
tanggungan sepenuhnya,
paling banyak (3) tiga
orang.

Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang cikurangkan adalak hunya
untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan FiKP
selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga
yang menjadi tanggungan scpenuhinya sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (3) huruf c.

dagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah
Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya
tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan
PTKP sejumlah Rp 1.440.000,00 (satu juga empat ratus empat puluh
ribu rupiah) setahun atau Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu
rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya sebagaimana
diinaksud dalam Ayat (3) huruf c.

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun
takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di
Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut
dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun
takwim yang bersangkutan.

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku
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(8)

(1)

(4)

,—-.
n
—

(6)

terhadap penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud dalam

; Pasal
S avat (1) huruf c. huruf d. dan huruf e.

Peagurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (15 dan Avay (3, Qdai
berlaku terhudap penghasilan Wajib Fajak luar negeri. Penghzsily,
vang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Wajit Pajat. juar
negert adalah penghasilan bruto.
' Pasal 9

Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingsuan,
pemagang. dan pegawai tidak tetap lainnya berupa upah harian. upah
mingguan. upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian vang
jumlahnya tidak lebih dari Rp 24.000.00 (dua puluh empat ritu
rupiahj sehari. tidak dipotong PPE Pasal 21 sepanjang jumlah
penghasilan bruto tersebut dalam sate bulan takwim tidak mefzbihi
Rp 240.000.00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan dak
dibayarkan secara bulanan.

Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, serta pegawai :idak
tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingcguan. upak
sawuan, upah borengan, dan uang saku harian yang besamva melzbihy
24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari tetapi dalar: satu
bulan takwim jumlahnya tidak melchihit Rp 24.000,00 :(dua ratus
empat puluh ribu rupiahj. rnaka PPh Pasai 21 yang terutang Zalam
szhart adalah derigan menerapkan tarif 5% dari penghasilan brute
seielah dikurangi Rp 24.000,00 tersebut.

Dulam hal penghasilan sebagaimana dirnaksud dalam Ayat (1) Galamn
satu bulan takwim jumlahnya melebihi rp 240.000,00 (dua ratus empat
puluh ribu rupiah), maka besarnya PTKP yang dapat dikura=gkan

-untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenzrnys

dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.
Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibavarkan
secara bulanan, maka PTKP yang dapat dikurangkan adzlah FTKP
sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan.

Alas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap yang dikitung
berdasarkan upah harian, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenzmya
sesual dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).

Atas penghasilan berupa bea siswa, dilakukan pengurangan PTKP
yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).

—
ta)
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Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga zriii
yang melakukan pekerjaan bebas. yang terdiri dari pengacara, akuntzs.
arsitek. dokter, konsultan. notaris, penilai, dan aktuaris dikenzizy
pemotongan PPPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan nz:

Perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Ayat
adalah sebesar 50% (lima pulu persen) dari penghasilan bruto berzza
honorariurs atau imbalan lain dengan nama dalam bentuk apap._:.

4 BAB V
TARIF DAN PENERAPANNYA

Pasal 10

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1:-33
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir derzan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, diterapkan atas Penghas:’an

Kena Pajak dari

a. pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri S:oii.
anggota TNI/Polri, pejabat negara lainnya, pegawai Badan Uszha
Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daeral, dan ang__t-r-
dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap setzzai
pegawai tetap pada perusahaan yang sama;

b. penerima pensiun yang dibavarkan sccara bulanan;
pegawal tidak terap, pemagang dan calon pegawat;

d. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct Sc..ng
dan kegiatan sejenis lainnye.

Besarnya Penghasilan Kena Fajak sebagaimana dimaksud d=im
Ayat (1):

a. bagi pegawai tetap adalal: penghasilan bruto dikurangi dezzas
biaya iabatan, iuran pensiun termasuk juran Tabungan Har T

atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensita
dan PTKP;

ga

b. bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanar aczlah
penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dar: P1<P;

.

c. bagi pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai ad:zizh
penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP;
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J bagr distibutor perusahaan multilevel mwarkeing  atau direct
selling dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto
setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan.

Pasal 11

Tt berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomaor '7 Tuhun 1983

wntang  Pajak Penghasilan sebagaimana teiah diubah terakhir denean
Uindang-undang Nomor 17 Tahun 2000 ditcrapkan atas penghasilan bruto
berupd

P

honorariurn, uang saku, hadiah atau penghargaar. dengan nama dan
dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pcmbayaran lain dengan
nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahny .
dihitung tidak atas dasar banyaknya hari vang diperluken untuk
menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, termasuk yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dzlam
Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 sampai_dengan angka 12;

honorarium yang diterima atau diperolech anggota dewan komisaris
atau dewan pengawas yang tidak merzngkap sebagai pegawai tetap
pada perusanaan yang sama;

jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang ditcrima atau diperoleh
n.antan pegawai;

penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
oich Menteri Keuangan oleh peserta prograra pensiun.

Pasal 12

Tarif sebesar 15% (lima belas pertcn) diterapkan atas perkiraan

penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8).

Pasal 13

(1) Tarif sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas upah harian, upéh

mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang
jumlahnya melebihi 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari,
tetapi tidak melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu
rupiah) dalam satu tahun takwim dan atau tidak dibayarkan secara
bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
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(2)

(1)

Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku hzrian

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku ketentuan setzga:

berikut :

i. dalam hal berupa upah mingguan atau uang saku mingzuan
adalah jumlah tersebut di bagi 6:

b. dalam hal berupa upah satuan. adalah upah atas banvaknyva
satuan produk yang dihasilkan dalam satu hari.

c. dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah boronzan
dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesz ziban
pekerjaan dimaksud.

Apabila penerima penghasilan berupa upah, uang saku, dan kcrnisi
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pegawai tetap, mak=z
atas seluruh penghasilan yang diterima atau dipercleh dari permibers
kerja yang bersangkuta:, termasuk upah, vang saku, komisi dikenzkan
PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-unding
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana tziah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. atas
Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasai 10 zyal
(10).

Pasal 14

Atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun vang
dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan olei
Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Harn Tua.
yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atat
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pujai,
Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sehagai bzt

a. penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh limz jute
rupiah) sampai dengan Rp 56.000.000,00 (lima puluh juta ropizh
sebesar 5% (lima persen);

b. penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluk jute

rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 {seratus juta rcpiah:

sebesar 10% (sepuluh persen);

c. Penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah
sampai dengan Rp 200.000.009,00 (dua ratus juta rupiah) sebesz:

15% (lima belas persen);

Usa»u. u hw u...;‘:nl
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